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Hospitals are facilities that provide health services to the community. In 

providing health services, hospitals need to collaborate with various parties, 

including the Health Social Security Administering Agency (BPJS). This 

research aims to analyze hospital equality and the existence of hospital rights 

regarding collaboration with BPJS Health in health services. This research 

uses a type of normative juridical research. This research will use three types 

of approaches, namely the conceptual approach, the statutory approach (law 

approach), and the case approach. The data collection technique in this 

research is by literature study of three materials, namely primary legal 

materials, secondary legal materials and non-legal materials. The data 

analysis technique used in this research is prescriptive legal research. The 

research results show that every hospital has the right to collaborate with 

BPJS Health in health services based on the legal basis regulated in the Law 

and State Regulations. However, due to various factors, not all hospitals can 

cooperate with BPJS, causing inequality. This inequality can cause various 

problems. Therefore, the right of hospitals to collaborate with BPJS Health is 

an important thing to guarantee, this is based on several benefits, namely 

making it easier for BPJS Health participants to obtain health services, 

increasing the accessibility and quality of health services for the community. 

Kata Kunci: Abstrak 

Hak Rumah Sakit, Badan 
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Kesehatan 

Rumah Sakit merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit 

perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kesetaraan rumah sakit dan adanya hak rumah sakit terkait 

kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan 

menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan 

perundang-undangan (pendekatan hukum), dan pendekatan kasus. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan 

terhadap tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan non hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

setiap rumah sakit berhak melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan 

dalam pelayanan kesehatan berdasarkan landasan hukum yang diatur dalam 

Undang-Undang dan Peraturan Negara. Namun karena berbagai faktor, tidak 

semua rumah sakit dapat bekerjasama dengan BPJS sehingga menimbulkan 

ketimpangan. Ketimpangan ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan. 

Oleh karena itu, hak rumah sakit untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 

menjadi hal yang penting untuk dijamin, hal ini didasari oleh beberapa 

manfaat yaitu memudahkan peserta BPJS Kesehatan dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat. 
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PENDAHULUAN 

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat (Arini, Sulindawati, SE Ak, Herawati, & AK, 2015). Rumah Sakit merupakan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Mayasari, Munaa, Kodriyah, 

Herawati, & Aditya, 2020). Rumah Sakit Umum memiliki kedudukan strategis dalam sistem 

kesehatan Indonesia sebagai penyedia pelayanan medis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 

Mereka merupakan lembaga pelayanan kesehatan utama yang harus memenuhi persyaratan teknis dan 

perizinan yang ketat untuk berpartisipasi dalam JKN (Amalia, 2020). Secara keseluruhan, rumah sakit 

memiliki kedudukan penting dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai penyedia 

layanan kesehatan utama yang memainkan peran kunci dalam memberikan akses layanan kesehatan 

yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia yang terdaftar sebagai peserta JKN (Irwandy, 2016). 

Regulasi yang berlaku mengatur persyaratan, standar, dan prosedur yang harus dipatuhi oleh 

rumah sakit untuk berpartisipasi dalam program ini. Adapun terkait aturan pendirian rumah sakit di 

era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia mencakup berbagai ketentuan yang diatur oleh 

undang-undang dan regulasi terkait (Cheng, Chang, & Chiang, 2023). Pendirian rumah sakit dalam 

konteks JKN pun melibatkan beberapa tahapan penting yang harus diperhatikan. Perkembangan 

rumah sakit umum di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah mengalami beberapa 

perubahan dan perkembangan signifikan (Irwandy, 2016). Dalam perkembangannya terdapat 

beberapa aspek perkembangan investasi pendirian rumah sakit umum dalam era JKN (Widada, 

Pramusinto, & Lazuardi, 2017). Pertama, sejak diberlakukannya JKN pada tahun 2014, permintaan 

layanan kesehatan meningkat secara signifikan tetapi keberadaan dan jumlah fasilitas kesehatan 

seperti Rumah Sakit masih kurang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Raharni, Supardi, & Sari, 

2018). Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan ini, banyak investasi telah dilakukan dalam 

pendirian rumah sakit umum baru di berbagai wilayah Indonesia.  

Keberadaan Rumah Sakit diketahui tidak tersebar secara merata, dimana hal ini berdampak 

pada ketidakmerataan masyarakat dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dengan baik dan 

tepat sesuai anjuran. Hal ini memungkinkan rumah sakit untuk menyediakan layanan kepada peserta 

JKN dan menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan sesuai dengan tarif yang telah disepakati  sesuai 

Permenkes RI Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan 

Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehataan (Helmi, 2015). Adapun bentuk 

karakteristik kontrak kerjasama layanan kesehatan antara rumah sakit dan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial yaitu terbentuk dari dua pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  dan rumah sakit, 

dimana BPJS diketahui memiliki tanggung jawab mengumpulkan dan mengelola iuran dari peserta 

program jaminan kesehatan (Sriningsih, 2021). 

Seiring dengan peningkatan kebutuhan akan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, 

rumah sakit berusaha untuk memberikan berbagai jenis layanan kesehatan yang lebih komprehensif. 

Hal ini mencakup spesialisasi medis yang lebih luas dan pelayanan tambahan seperti layanan gawat 

darurat, perawatan intensif, dan pelayanan radiologi yang lebih canggih (Agni, 2022). Adanya 

peningkatan kebutuhan akan fasilitas pelayanan kesehatan juga didukung oleh pertumbuhan penduduk 

indonesia yang terus berkembang dan meningkat serta perkembangan jenis-jenis penyakit yang 

semakin banyak. Selain itu, hadirnya program JKN dari BPJS juga secara tidak langsung 
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menyebabkan lonjakan jumlah pasien di rumah sakit. Dengan bertambahnya jumlah rumah sakit, 

persaingan di antara penyedia layanan kesehatan juga semakin ketat.  

Kondisi tersebut mendorong rumah sakit untuk terus berinovasi dan memastikan kualitas 

pelayanan yang tinggi agar dapat mempertahankan pasien dan mendapatkan kontrak dengan BPJS 

Kesehatan (Betan et al., 2023). Kerjasama rumah sakit dengan BPJS dalam era JKN mencerminkan 

upaya pemerintah dan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang semakin 

meningkat di Indonesia dan memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat 

(Idaman, Anita, & Fasa, 2021). Meskipun terdapat beberapa tantangan, ini juga membuka peluang 

bagi rumah sakit dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri kesehatan.  

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua rumah sakit 

bisa bekerjasama dengan BPJS, walaupun rumah sakit sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah (Bakobat, Wulur, & Sumarauw, 2021). Contoh Rumah Sakit yang ditolak bekerja 

sama adalah RSIA Jatimed sejak 5 tahun lalu berdiri hingga saat ini, dengan alasan dari BPJS belum 

tercapai kepesertaan di wilayah setempat (Humas RSIA Jatimed 2023). Beberapa faktor lain yang 

menyebabkan BPJS tidak bekerja sama dengan Rumah Sakit antara lain yaitu, pihak RS yang 

memang tidak mau bekerja sama denan BPJS, pembayaran klaim maksimal 15 hari, serta fasilitas 

kesehatan belum memenuhi persyaratan seperti akreditasi RS. Hal ini juga diungkapkan oleh 

penelitian sebelumnya bahwa, kendala lain berasal dari rumah sakit yang belum siap untuk bekerja 

sama dengan pemerintah, dikarenakan kurang tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki rumah 

sakit untuk mendukung program BPJS tersebut (Simanjuntak, 2017). 

Rumah sakit umum pada dasarnya harus menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan 

mengingat semua warga negara di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS sehingga pasar layanan 

kesehatan semua menggunakan BPJS, namun pada kenyataan terdapat beberapa kasus di mana BPJS 

Kesehatan malah tak menerima ataupun memutus kerja sama dengan pihak rumah sakit. Berbagai 

motif dari akreditasi, kurangnya fasilitas, serta persoalan lain menjadi alasan peniadaan kerja sama 

tersebut. Contoh dari kasus ini adalah beberapa RS antara lain RS Medika Stania Sungailiat,  RS 

Grestelina, RSUD Waru Pamekasan, RS Hapsah Bone, RSI Fatimah Cilacap dan  RS Jatimed yang 

mana sejak 5 tahun lalu berdiri hingga saat ini belum bisa bekerja sama dengan BPJS dengan alasan 

belum tercapai kepesertaan di wilayah setempat. Dalam hal ini, kita tidak boleh serta menyalahkan 

rumah sakit yang sejatinya memiliki hak untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Akar dari 

permasalahan kemudian ini dipaparkan oleh Direktur Riset The Indonesian Institute, Lola Amelia, 

bahwa pemerintah hanya mengalokasikan 2-3% anggaran untuk bidang kesehatan. Hal ini membuat 

beberapa rumah sakit menjadi terkendala soal pendanaan sehingga belum mampu memenuhi kriteria 

kerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Bagi rumah sakit yang memiliki permasalahan terkait akreditasi, hal ini nantinya akan sangat 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan BPJS kedepannya. Selain itu, adanya rumah sakit yang habis 

masa tengang akreditasnya juga akan sangat mempengaruhi kualitas rumah sakit. Oleh karena itu, 

pihak Rumah Sakit sebaiknya secara rutin memeriksa dan mengupgrade akreditas agar tidak habis 

masa tenggangnya dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas sarana prasarana yang ada. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka, penulis mengambil judul “Hak Rumah Sakit Untuk Bekerja 

sama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pelayananan Kesehatan”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis 

terhadap sumber-sumber hukum positif. Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai 

suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah suatu peraturan perundang-undangan dan 

peraturan tertulis lainnya. Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan 

konseptual (conceptual approach), perundang-undangan (statue approach) dan. pendekatan kasus 



Jurnal Hukum Indonesia: Vol. 3 No 1 Januari 2024 

Hari Santoso  32 

 

 

(case approach). Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian preskriptif ini, penulis akan memberikan argumentasi 

terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kehidupan seseorang tidak dapat terlepas dari kesehatan, kesehatan merupakan suatu 

kebutuhan dasar dan hak bagi setiap warga yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar.  Karena 

dengan kesehatan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang produktif dapat menjalankan 

kehidupan sehari-harinya, kesehatan telah menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. 

Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang, untuk 

mencapai masyarakat yang sejahtera. Cara meningkatkan kesehatan masyarakat agar optimalisasi 

kesejahteraan meningkat terutama pertumbuhan anak-anak, ibu dan lansia, pemerintah sebagai 

penyelenggara wajib menyelanggarakan jaminan kesehatan dan organisasi yang memberikan 

pelayanan yang seharusnya dapat menanggulangi dan mengatasi berbagai persoalan kesehatan.  

Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting 

dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal (Harmoni, Indrayuni, Das’at, & 

Triana, 2022). Dilansir WHO (World Health Organization) atau sebagai badan kesehatan dunia 

definisi rumah sakit adalah integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi 

menyediakan pelayanan paripurna (Komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan 

penyakit (Preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga 

kesehatan dan pusat peneliti medice (Sharon & Santosa, 2017).  Rumah sakit juga dijelaskan 

berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 20009 pasal 1 yaitu rumah sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pengertian rumah sakit juga 

tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 159b/MEN.KES/PER/II/1988 disebutkan 

bahwa Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan 

kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Sehingga 

rumah sakit merupakan institusi yang sangat penting dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat, 

memainkan peran yang vital dalam menjaga kesehatan masyarakat, mengobati penyakit, dan 

meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendukung dan 

mengembangkan rumah sakit agar dapat memberikan layanan kesehatan yang terbaik kepada 

masyarakat. 

Institusi rumah sakit dan peran pemerintah juga sangat penting dalam memberikan layanan 

kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi 

oleh pemerintah, seperti yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pasal tersebut dapat dijadikan pedoman pemerintah untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin. 

Dengan menyelenggarakan jaminan kesehatan maka pemerintah wajib menyediakan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas. Pemerintah dengan segala kebijakannya membentuk Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sejatinya BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. BPJS di bidang Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan  

Program yang dibuat pemerintah melalui BPJS untuk menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan adalah program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dalam Peraturan Presiden Nomor 

82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 1 disebutkan jaminan kesehatan adalah Jaminan 

berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
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telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah. Sehingga JKN adalah sebuah program untuk memberikan 

perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 

membayar iuran ataupun iurannya dibayar oleh pemerintah (Widyatmoko & Astuti, 2014). Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program pemerintah sejak tahun 2014 dalam rangka 

pemenuhan cakupan kesehatan semesta. Tujuan utama program JKN adalah meningkatkan 

aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan, salah satu manfaat 

yang dijamin JKN adalah pelayanan rawat jalan (Fadly & Vianny, 2019).   

Rumah sakit sebagai organisasi jasa kesehatan dapat bekerja sama dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan 

pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi peserta BPJS Kesehatan (Malik, 2019). 

Kerjasama antara rumah sakit dan BPJS berfokus utama untuk memberikan pelayanan kesehatan, 

menurut Depkes RI tahun 2009 pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan 

sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, 

keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Kepuasan pasien merupakan indikator utama 

keberhasilan pemberian pelayanan kesehatan (Handayani, 2016). Sedangkan menurut Pohan 2007 

pelayanan kesehatan merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu pelayanan kesehatan 

kedalam terminologi operasional, sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan akan 

terikat dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan 

ataupun manajemen organisasi layanan kesehatan, dan akan bertanggung gugat dalam melaksanakan 

tugas perannya masing-masing (Hartono, 2016). 

Kerjasama antara rumah sakit dan BPJS memberikan pengaruh kepada rumah sakit sebagai 

fasilitas kesehatan, contohnya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyebutkan bahwa 

dampak kerja sama dengan BPJS Kesehatan terhadap Klinik Pertamedika Rawamangun adalah 

adanya kontribusi positif terhadap keuangan, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 44%, hal tersebut 

karena adanya sumber pendapatan baru yaitu kunjungan peserta BPJS Kesehatan (Hermawan U, 

2021). Dan peneletian yang dilakukan oleh peneliti menyebutkan bahwa setelah implementasi JKN, 

terjadi kenaikan pada pendapatan khususnya pendapatan layanan secara rata-rata pada 31 Rumah 

Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan (Wijayani, 2018). Terjadi penurunan yang drastis juga pada 

masa penagihan piutang. Likuiditas Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sangat tinggi 

terlebih setelah JKN diimplementasikan (Suharto, 2022). Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat 

pengaruh yang positif rumah sakit setelah bekerja sama dengan Badan penyelenggara jaminan sosial. 

Sehingga Hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. 

Sayangnya tidak semua rumah sakit dapat bekerja sama dengan BPJS, sehingga menimbulkan 

ketidasetaraan. Alasan tidak semua rumah sakit dapat bekerja sama dengan BPJS antara lain karena: 

1. Kurangnya fasilitas dan pelayanan 

Ketersediaan peralatan, tenaga kesehatan, dan obat-obatan di bandingkan dengan jumlah 

peserta JKN menjadi permasalahan didalam standarisasi BPJS, hal ini disebabkan tidak samanya 

pendapatan daerah satu dengan daerah lain sebagai dasar pemenuhan kebutuhan FKTP. Menurut 

Perpres no.82 tahun 2018 pasal 67 ayat (2) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (3) 

Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS 

Kesehatan. Hal ini tentunya menimbulkan ketidaksetaraan diantara fasilitas kesehatan milik 

pemerintah dengan fasilitas kesehatan milik swasta. Fasilitas kesehatan milik negara di wajibkan 

untuk bekerja sama dengan BPJS, sedangkan fasilitas milik swasta memiliki hak untuk memilih. Pada 

umumnya yang terjadi adalah banyak fasilitas kesehatan milik swasta yang tidak menjalin kerja sama 
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dengan BPJS, hal ini disebabkan karena besaran dana kapitasi yang rendah, dan kurangnya 

ketersediaan fasilitas yang dimiliki untuk memenuhi uji kelayakan (Asnawi & Fajarwati, 2022). 

2. Belum tercapai kepesertaan 

Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS harus memiliki jumlah peserta BPJS yang 

cukup untuk menutupi biaya operasional rumah sakit (Calundu, 2018). Jika jumlah peserta BPJS di 

suatu wilayah masih rendah, maka rumah sakit akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

keuntungan dari kerja sama dengan BPJS. Contohnya pelaksanaan program JKN di daerah Kabupaten 

Pangkajene dan kepulauan, memiliki beberapa kendala terutama terkait pendataan warga. Masih 

banyak warga yang belum terdaftar di Dinas Kependudukan, sehingga tidak dapat menggunakan 

layanan BPJS, sehingga BPJS belum dapat mengatasi masalah kesehatan masyarakat secara baik 

(Karim, Moenta, & Riza, 2018). 

Penyebab rendahnya kepemilikan kartu JKN dibedakan menjadi penyebab yang dapat 

ditangani (manageable) yang terdiri dari rendahnya pengetahuan masyarakat, kurangnya sosialisasi, 

kurangnya media promosi kesehatan dan kepala keluarga kurang menyadari pentingnya JKN 

(Pellondou, Ragaletha, Limbu, & Kenjam, 2021). Sedangkan penyebab yang tidak dapat ditangani 

(unmanageable) yakni pendidikan masyarakat yang rendah (Kurniawati & Rachmayanti, 2018) 

3. Pihak RS yang menolak bekerja sama dengan BPJS 

Alasan finansial yang sering menjadi alasan utama rumah sakit menolak bekerja sama dengan 

BPJS tarif pelayanan yang ditetapkan oleh BPJS dianggap terlalu rendah oleh rumah sakit swasta 

sehingga rumah sakit tersebut tidak mampu untuk memberikan pelayanan kepada peserta BPJS 

dengan tarif tersebut dan adanya Keterlambatan pembayaran klaim. 

Tetapi meskipun suatu rumah sakit (sebagai fasilitas kesehatan) tidak bekerja sama dengan 

BPJS Kesehatan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam keadaan darurat dan wajib 

memberikan pelayanan penanganan pertama kepada pasien peserta BPJS Kesehatan (Marwanto, 

2022). Karena pelayanan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial fasilitas kesehatan. selanjutnya 

fasilitas kesehatan tersebut dapat merujuk ke fasilitas kesehatan jaringan fasilitas kesehatan BPJS 

untuk penanganan lebih lanjut. Jika melakukan penolakan maka akan terkena sanksi seperti sanksi 

administrasi berupa teguran, teguran tertulis, tidak diperpanjang izin operasional, dan/ atau denda dan 

pencabutan izin (Gunadi & Nursida, 2019). 

4. Keterlambatan pembayaran hak klaim rumah sakit 

Kerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat menjadi sumber pendapatan bagi rumah sakit, 

terutama bagi rumah sakit swasta. Rumah sakit mendapatkan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan 

atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan. Berdasarkan isi perjanjian 

kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak dan dalam PerPres No. 82 tahun 2018 pasal 76 ayat 4, 

BPJS Kesehatan berkewajiban membayar tagihan biaya atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan 

rumah sakit paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap dan benar. 

Oleh karena itu, rumah sakit perlu mendapatkan pembayaran klaim secara tepat waktu dan sesuai 

dengan tarif yang berlaku dari BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan tidak boleh telat dalam membayar 

tagihan klaim yang diajukan oleh faskes. Terdapat ancaman sanksi berupa denda keterlambatan yang 

diatur dalam Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 76 ayat 6 yang 

menegaskan  dalam hal BPJS Kesehatan tidak melakukan pembayaran melebihi batas waktu 

ketentuan pembayaran yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas diterima lengkap 

dan benar, maka BPJS Kesehatan diwajibkan untuk membayar denda kepada FKRTL yaitu sebesar 

1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan. 

Tetapi terdapat hambatan pencairan hak pembayaran jasa layanan Rumah Sakit yang 

dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Alasan pihak BPJS tentang tunggakan pembayaran ini dapat 

beberapa macam. Tunggakan pembayaran bervariasi jumlah bulan tunggakannya, antara 1 sampai 5 
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bulan, namun terdapat juga Rumah Sakit yang   mengalami tunggakan pembayaran piutang hingga 10 

bulan berturut-turut (Paulina & Medica, 2022). 

Ketidaksetaraan setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dapat menimbulkan 

berbagai masalah, antara lain, ketidakadilan karena tidak semua pasien BPJS memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan pelayanan yang sama, ketidakpuasan pasien karena pasien merasa tidak 

diperlakukan secara adil, dan terjadi peningkatan biaya karena pasien BPJS yang berobat di rumah 

sakit yang memiliki fasilitas dan pelayanan yang lebih lengkap dan modern cenderung harus 

membayar biaya tambahan. Untuk itu prinsip kesetaraan ini penting untuk diwujudkan agar peserta 

BPJS Kesehatan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan setara tanpa 

diskriminasi. Hal ini sesuai dengan tujuan dari BPJS Kesehatan, yaitu untuk memberikan jaminan 

kesehatan yang berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia. Dalam praktiknya, prinsip kesetaraan ini 

masih perlu dioptimalkan. Untuk itu diperlukannya hak setiap rumah sakit untuk bekerja sama dengan 

BPJS untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. 

Setiap rumah sakit berhak untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam pelayanan 

kesehatan. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan diatur 

dalam: 

1. Undang-Undang no.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, salah satu 

wewenang BPJS pasal 11 membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas 

kesehatan. 

2. Peraturan presiden no 82 2018 Penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan 

program Jaminan Kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerja sama 

dengan BPJS Kesehatan. (2) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (3) Fasilitas 

Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS 

Kesehatan. 

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 

Kesehatan Nasional, pasal 2 ayat 1 Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua 

fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa fasilitas kesehatan 

tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Sedangkan pasal 5 ayat 1 

untuk dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan sebagaimana 

harus memenuhi persyaratan.  

Untuk dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, rumah sakit harus memenuhi persyaratan 

yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Persyaratan tersebut meliputi Permenkes 71 tahun 2013 

pasal 6 untuk Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara harus memiliki Surat Ijin Operasional, 

Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan, 

perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan dan surat pernyataan kesediaan mematuhi 

ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (Hasanah & Inayah, 2017). Sedangkan 

Pasal 7 untuk rumah sakit rujukan persyaratan meliputi Surat Ijin Operasional, Surat Penetapan Kelas 

Rumah Sakit, Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik, Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) badan, Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan, Sertifikat akreditasi; dan Surat 

pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (Ni 

Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, 2020). 

Hak rumah sakit untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini didasarkan pada beberapa 

manfaat, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat,  dan untuk meningkatkan efisiensi biaya pelayanan kesehatan. Hak rumah sakit untuk 

bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini merupakan hal yang penting untuk dijamin. Hal ini karena 
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kerja sama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dapat memberikan manfaat bagi berbagai belah 

pihak, yaitu peserta BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan pemerintah. 

 

KESIMPULAN  

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar dan hak bagi setiap warga negara yang 

dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, untuk itu penting perbaikan pelayanan kesehatan yang 

merupakan suatu investasi jangka panjang, untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Rumah sakit 

sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan 

derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Rumah sakit merupakan institusi yang sangat 

memainkan peran vital dalam menjaga kesehatan masyarakat, mengobati penyakit, dan meningkatkan 

kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendukung dan mengembangkan 

rumah sakit agar dapat memberikan layanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan 

Undang-Undang pemerintah wajib menyelenggarakan jaminan pelayanan yang berkualitas, 

pemerintah dengan segala kebijakannya membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), 

BPJS di bidang Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan. Kerjasama antara rumah sakit dan BPJS memberikan pengaruh kepada rumah 

sakit yaitu seperti peningkatan pemasukan keuangan dan jumlah kunjungan baru sehingga dapat 

dimanfaatkan utuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Sayangnya tidak semua rumah 

sakit dapat bekerja sama dengan BPJS sehingga memunculkan ketidaksetaraan, alasannya karena 

berbagai faktor seperti kurangnya fasilitas dan pelayanan, belum tercapai kepesertaan, pihak rumah 

sakit yang menolak kerjasama dan keterlambatan pembayaran hak klaim rumah sakit. Ketidaksetaraan 

ini apat menimbulkan berbagai masalah, untuk itu hak rumah sakit untuk bekerja sama dengan BPJS 

Kesehatan ini merupakan hal yang penting untuk dijamin. Hal ini karena kerja sama antara rumah 

sakit dan BPJS Kesehatan dapat memberikan manfaat bagi berbagai belah pihak, yaitu peserta BPJS 

Kesehatan, rumah sakit, dan pemerintah. 
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